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ABSTRAK 

 

Ahmad Taufik. 2024. Analisis Konsistensi Hakim Pengadilan Agama Malang 

Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Perceraian Berdasarkan SEMA 

Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg) 

Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, 

Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc, MA. 

Pembimbing 2: Humaidi, S. HI M. HI Diplal  

Kata Kunci: Konsistensi Hakim; Asas Mempersukar Perceraian; SEMA  

 Menurut Data BPS yang dikeluarkan pada 28 Februari 2024 jumlah Perceraian 

di Indonesia pada Tahun 2023 mencapai 463.654. Dengan adanya perceraian yang 

melonjak di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan regulasi terkait asas 

mempersukar perceraian. Pada kenyataanya banyak masyarakat ketika melakukan 

gugatan cerai ke pengadilan agama belum mencapai batas minimal pisah seperti 

dalam putusan No.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg.   

 Dari latar belakang di atas muncul tiga rumusan masalah yang peneliti 

rumuskan yaitu 1. bagaimana kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Indonesia, 

2. apa dasar majelis hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam mengabulkan 

dan mempersukar perceraian, 3. bagaimana konsistensi hakim Pengadilan Agama 

kota Malang dalam mengimplementasikan asas mempersukar perceraian 

berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. 

 Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis lapangan (field research) 

yaitu meneliti dan menganalisis putusan PA Malang dengan menggunkan data 

primer berupa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Putusan Nomor. 

1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg, dan wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama 

Malang, serta data skunder berupa jurnal, atau buku-buku yang berhubungan 

dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

deskriptif yaitu dengan menafsirkan dan mendeskripsikan materi, pendapat dan 

proses yang ada 

 Penelitian ini memiliki tiga kesimpulan yaitu Pertama, SEMA No 1 Tahun 

2022 harus diterapkan sebab kedudukannya berada di bawah Undang-Undang dan 

sifatnya mengikat ke dalam lingkungan peradilan. Kedua, Hakim Pengadilan 

Agama kota Malang dalam mempersukar perceraian dilandasi dengan syariah, 

Undang-Undang, dan Hadist yang selaras dengan SEMA dan Maqasid Syariah. 

Hakim Pengadilan Agama kota Malang juga menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 

2022 terkait asas perceraian dan melaksanakan Mediasi, Ketiga, Hakim Pengadilan 

Agama kota Malang sudah konsisten dengan asas mempersukar perceraian, dapat 

dilihat dari penerapan mediasi di tiap-tiap perkara yang masuk, serta putusan 

Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg yang menolak permohonan pemohon karena 

tidak dapat membuktikan pertengkaran yang terus menerus dengan Termohon. 
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Abstrak 

 

According to BPS, the number of divorces in Indonesia reached 463,654 according 

to data released on February 28 2024. According to SEMA No.1 of 2022, "divorce 

based on continuous disputes and quarrels can be granted if it is proven that they 

have been at odds and have lived apart for at least 6 months" However, many people 

still file for divorce before reaching the minimum threshold for separation as in 

decision No.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg. This research uses a qualitative field-type 

approach by researching and analyzing decisions using primary data in the form of 

SEMA Number 1 of 2022 and Decision Number. 1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg, and 

interviews with Malang Religious Court judges, as well as secondary data in the 

form of journals or books related to the research title. This research uses descriptive 

data analysis techniques by interpreting and describing existing material and 

opinions. The results of this research show that SEMA is under the law and is the 

basis for Malang Religious Court judges to apply the principle of hardship in 

addition to using sharia, and Malang Religious Court judges have been consistent 

in applying the principle of hardship as long as it does not conflict with cases such 

as domestic violence. 

Keywords: Judge Consistency, Principle of Difficulty, SEMA 

 

 

 

 

 



   
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

 Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, Jumlah perceraian di Indonesia pada 

Tahun 2023 mencapai 463.654 sesuai data yang dikeluarkan pada 28 Februari 2024. 

Terdapat berbagai faktor penyebab perceraian berdasarkan badan pusat statistik 

Indonesia mulai dari zina sebanyak 690 kasus, kekerasan dalam rumah tangga 

sebanyak 4.972 kasus, permasalahan ekonomi sebanayak 110,939 kasus, 

meninggalkan salah satu pihak sebanyak 39.359 kasus dan perselisishan sebanyak 

284.169 kasus.(BPS, 2023)  

 Melihat tingginya angka perceraian yang ada di Indonesia yang khususnya ada 

di Malang, serta untuk meningkatkan angka Indeks Pembangunan Keluarga 

pemerintah menerapkan undang-undang terkait pembatasan usia perkawinan, dan 

asas untuk mempersukar perceraian, adapun dengan munculnya regulasi yang 

sudah diatur oleh pemerintah menjadikan peneliti tertarik untuk membahas 

bagaimana hakim Pengadilan Agama di Malang menerapkan regulasi tersebut. 

 Salah satu asas dalam undang-undang perkawinan adalah asas mempersukar 

terjadinya perceraian. keberadaan asas mempersulit terjadinya perceraian 

merupakan sebuah upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian di Indonesia 

 Dalam fiqh, perkawinan berasal dari dua kata yaitu nikah dan zawaj yang dalam 

Al-Qur’an memiliki arti sebagai hubungan kelamin, bergabung, atau akad. 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan mitsaqan 

ghalizhan atau akad kuat untuk menunaikan ibadah sesuai perintah Allah. Syarat 

terpenting yang harus dicantumkan dalam akad adalah kedua mempelai memenuhi 
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kriteria pernikahan dan mengucapkan ijab qabul. Perkawinan yang sah menurut 

Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan yang pada hakekatnya dilakukan 

menurut hukum agama dan kepercayaannya serta telah dicatatkan secara sah 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Shamad, 2017) 

 Pengertian perkawinan merujuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam Pasal 1 menyatakan sebagai ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, 1974) 

 Menurut pandangan Soetojo Prawirohamidjojo, menyatakan bahwa 

“perkawinan merupakan perjanjian hidup antara seorang pria dan wanita yang 

dikukuhkan secara formal dengan undang-undang yuridis.” 

 Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan di atas perkawinan merupakan  

suatu keadaan dimana seorang pria dan wanita yang telah siap untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang dilakukan sesuai dengan persyarat Undang-Undang 

dan juga dilakukan secara spiritual berasarkan agamanya masing-masing. 

 Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya suatu hubungan yang 

dipandang dalam aspek legalitasnya saja, melainkan terdapat pula aspek kesakralan 

dari hubungan perkawinan. Inilah yang mendasari bahwa perkawinan merupakan 

suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat sakral. 

 Sebuah pernikahan tidak selalu berjalan dengan lancar, adakalanya pasangan 

suami istri mengalami pertengkaran dalam rumah tangga. Masalah yang ada tidak 

terlepas dari aspek ekonomi, sosial, atau kurang memahami satu sama lain sehingga 
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antara suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal. 

Ketika hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh suami atau istri maka akan 

menimbulkan bibit-bibit pertengkaran yang akan berakhir pada perceraian. 

 Allah tidak melarang perceraian namun itu adalah perbuatan yang dibenci 

sebagaimana hadits dibawah ini: 

يَ  عُمَرَ  اب ن   عَن    لَ  وسلمأبَ ـغَضُ  عليه االله صلى الَلَّه   رَسُولُ  قاَلَ :  قاَلَ  -عَن ـهُمَا الَلَّهُ  رَض   قُ  الَطَّلَ  الَلَّه   ع ن دَ  ل   اَلَْ 

اَك مُ ,  مَاجَه   وَاب نُ ,  دَاوُدَ  أبَوُ رَوَاهُ                                                إ ر سَالَهُ  حَات م  أبَوُ وَرَجَّحَ ,  وَصَحَّحَهُاَلْ 
Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling 

dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits 

shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal”  (Al-

Asqalany, 1996) 

 

 Berdasarkan hadits diatas dijelaskan bahwa perceraian adalah jalan terakhir 

bagi seseorang dalam menyelesaikan permaslahanya karena allah tidak melarang 

adanya perceraian, namun perbuatan itu menjadi perbuatan yang dibenci oleh Allah 

SWT.  

 Dalam proses perceraian para pihak diwajibkan melalui prosedur penyelesaian 

di pengadilan setempat yang tentunya mewajibkan adanya proses penyelesaian 

alternatif sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Proses perceraian dengan tahapan yang panjang 

mulai dari wajib melakukan penyelesaian secara mediasi hingga proses 

penyelesaian di pengadilan agar supaya para pihak berpikir bahwasanya kembali 

dan tidak jadi melakukan perceraian. 

 Perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan didalam pengadilan, 

tentunya banyak alasan yang membuat seseorang mengajukan perceraian ke 

pengadilan dimulai dari salah satu melakukan perbuatan zina, meninggalkan 
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pasangan dengan jangka waktu duat tahun tanpa izin, menerima hukuman penjara 

lima tahun atau bahkan lebih berat, melakukan tindakan kejam seperti KDRT, 

memiliki cacat badan permanen atau penyakit yang membuatnya tidak dapat 

melakukan tugasnya, serta terjadi pertengkaran secara terus menerus dan suami 

melanggar taklik talak serta salah satu pihak murtad.(Rangkuti, 2023) 

 Dalam mengajukan perceraian tentunya terdapat ketentuan-ketentuan yang 

mengatur, salah satunya ada di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

pemberlakuan hasil rapat pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan 

hasil tugas bagi pengadilan. Kedudukan SEMA berada dibawah Undang-Undang 

dan sifatnya mengikat ke dalam lingkungan peradilan dan secara subjek 

penggunaanya SEMA tergolong ke dalam aturan kebijakan yang biasanaya di 

tujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lainnya di dalam pengadilan. SEMA 

yang didasari ketentuan pasal 79 Undang undang No.14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung memilki kekuatan hukum mengikat khususnya badan peradilan 

dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang undangan.(Cahyadi, 2014)

 Menurut SEMA No.1 Tahun 2022, huruf b menyatakan bahwa “perceraian 

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus 

dapat di kabulkan jika terbukti berselisih dan berpisah tempat tinggal minimal 6 

bulan.(Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 

Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 2022) 

 Akan tetapi pada kenyataanya beberapa masyarakat ketika melakukan gugatan 

cerai ke pengadilan agama tidak memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya 

perceraian. Salah satunya terdapat di dalam putusan No.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg. 
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Dimana duduk perkara pada putusan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak 

dapat membuktikan pertengkaran terus menerus. 

 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk 

menganalisis dan mengkaji lebih dalam terkait konsistensi hakim Pengadilan 

Agama Malang dalam menerapkan asas mempersukar perceraian berdasarkan 

SEMA NO. 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg) 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Indonesia? 

2. Apa dasar majelis hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam 

mengabulkan dan Mempersukar perceraian? 

3. Bagaimana konsistensi hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam 

mengimplementasikan asas mempersukar perceraian berdasarkan SEMA 

Nomor 1 Tahun 2022? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama kota 

Malang dalam mengambil putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg 

terhadap perkara cerai talak di tinjau dari asas mempersukar perceraian 

berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2022 

2. Untuk Mengkaji pandangan hakim Pengadilan Agama kota Malang 

terhadap Termohon dalam perkara mempersukar cerai talak dari perspektif 

asas Kepastian Hukum dan Keadilan. 

3. Untuk menganalisis bagaimana konsistensi hakim Pengadilan Agama kota 

Malang dalam mengimplementasikan asas mempersukar perceraian 

berdasrkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 
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D. Kegunaan Penelitian 

 Peneliti berharap hasil dari penelitia ini dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan kepada berbagai pihak, diantaranya: 

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan analisis 

konsistensi hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan asas 

mempersukar perceraian berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. 

b. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya, serta bahan literatur bagi yang 

membutuhkan sumbangan pemikiran.  

2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis, penelitian ini bertujuan agar berguna dan bermanfaat sebagai 

rujukan referensi, khususnya bagi: 

a. Hakim Pengadilan Agama 

Sebagai acuan hakim untuk dapat konsisten menerapkan asas 

mempersukar perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. 

b. Untuk Masyarakat 

Kegunaan bagi kalangan masyarakat agar masyarakat memahami 

tentang syarat dikabulkannya sebuah permohonan perceraian sesuai dengan 

SEMA Nomor 1 Tahun 2022. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan bisa menjadi rujukan dan inovasi bagi peneliti baru 

khususnya terkait konsistensi hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan 

asas mempersukar perceraian berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. 



7 
 

E. Definisi Operasional 

 Definisi operasional memuat beragam istilah yang akan digunakan dalam 

sebuah pedoman untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Konsistensi Putusan 

 Konsistensi putusan merupakan keseragaman atau kestabilan dalam 

keputusan yang diambil oleh suatu lembaga atau individu, terutama dalam 

konteks hukum atau keadilan. Ini mengimplikasikan bahwa keputusan yang 

diambil dalam situasi yang serupa atau dengan faktor-faktor yang sama akan 

konsisten atau sama. 

2. Pengadilan Agama 

 Pengadilan agama adalah lembaga peradilan yang khusus menangani 

perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum agama atau hukum keluarga 

sesuai dengan ajaran agama tertentu. Pengadilan agama biasanya berfungsi 

untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti perceraian, hak asuh anak, 

warisan, dan masalah-masalah lainnya yang terkait dengan kehidupan 

beragama dan kekeluargaan. 

3. Asas Mempersukar 

 Asas mempersukar (lex specialis derogat legi generali) adalah prinsip dalam 

hukum yang menyatakan bahwa ketentuan khusus akan mengesampingkan 

atau mengabaikan ketentuan umum dalam situasi di mana keduanya 

bertentangan. Dalam konteks ini, lex specialis mengacu pada hukum atau 
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peraturan yang bersifat khusus atau spesifik, sedangkan lex generalis merujuk 

pada hukum atau peraturan yang bersifat umum. 

4. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 

 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 merupakan salah satu surat resmi yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kepada para hakim, pegawai peradilan, 

atau pihak terkait lainnya. Isi dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 berfokus 

dalam upaya untukk mempertahankan ikatan perkawinan dan menerapkan 

prinsip mempersukar perceraian 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberikan  

beberapa poin dalam skripsi sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Pasal 8 UU 12/2011 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 

(1) UU 12/2011 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 di 

Indonesia harus diterapkan oleh jajaran di bawahnya sebab kedudukan 

SEMA berada di bawah Undang-Undang dan sifatnya mengikat ke dalam 

lingkungan peradilan yang secara subjek penggunaan SEMA tergolong ke 

dalam aturan kebijakan yang biasanaya di tujukan kepada hakim, panitera, 

dan jabatan lainnya di dalam pengadilan. 

2. Hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam mempersukar perceraian 

dilandasi dengan syariah, Undang-Undang, dan Hadist yang selaras dengan 

SEMA dan Maqasid Syariah. Hakim Pengadilan Agama kota Malang juga 

menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait asas perceraian dan 

melaksanakan mediasi, dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya putusan 

Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg yang menolak Permohonan perceraian 

karena tidak dapat membuktikan jika terjadi pertengkaran terus menerus 

antara yang bersangkutan, serta terdapat dasar pertimbangan hakim dalam 

mengabulka permohonan percerian terdapat dalam pasal 116 huruf (F) 

Kompilasi Hukum Islam. 

3. Hakim Pengadilan Agama kota Malang sudah konsisten dengan asas 

mempersukar perceraian, asalkan asas tersebut tidak berbenturan dengan 
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kasus-kasus lain yang membahayakan nyawa seperti KDRT, salah satu 

bentuk konsistensi hakim Pengadilan Agama kota Malang dapat dilihat dari 

penerapan mediasi di tiap-tiap perkara yang masuk, serta terdapat bukti pada 

putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg yang menolak permohonan 

pemohon karena tidak dapat membuktikan pertengkaran yang terus menerus 

dengan Termohon. Hal ini sudah sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 

terkait asas mempersukar perceraian. 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian ini penulis memberi saran sebagai berikut: 

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus memberi edukasi mulai awal 

kepada masyarakat yang hendak mendaftarkan kasusnya ke Pengadilan 

Agama terkait asas mempersukar perceraian, sehingga bisa diberi gambaran 

jika belum memenuhi syarat-syarat bercerai maka yang bersangkutan tidak 

dapat dikabulkan permohonananya 

2. Bagi hakim Pengadilan Agama wajib untuk tidak mengabulkan atau 

menolak permohonan jika belum memenuhi syarat-syarat bercerai serta 

harus menerapkan asas mempersukar perceraian sesuai dengan ketentuan 

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 jika memang kasus yang diajukan tidak 

mengancam keselamatan Pemohon. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian  ini dengan  

menganalaisis perceraian sebelum dan sesudah diteraapkannya SEMA 

Nomor 1 Tahun 2022 terkait asas mempersukar perceraian. 
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